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Istilah lestari atau berkelanJutan, selalu menjadi bagian dari konsep 
kehutanm yang universal. Konsep ini bemula dari kelestarian hasil, yang bisa 
&&r berdasar panenan yang sama, panenan yang ti& menurun, atau panenan 
yang progresif dari tahun ke tahun. Deklarasi Kaliurang 1966 menelurkan 
ladasan idiil rimbawan, yang salah satunya berisi pengertian keseimbangan 
antara azas manfaat d m  azas kelestarian pada pengelolaan hutan yang dipemn- 
tukkan "ogi masyarakat has.  Di sk i  sebenarnya sudah terkandung tiga aspek, 
yakni hasil, linghngan dan sosial. 

Pengelolaan hutan kernuhan charahkan untuk ukuran kelestarian 
tersebut. Di Jawa, ini selalu ditandai oieh tersusumya kawasan hutan d a l m  

menurut kesatuan-kesatuan pengelolaan, dan oleh rencana jangka 
panjang, yang menjadi panutan kegiatan pengelolaan fisik terhadap sumberdaya 
hutan di lapangan. Disiplh pengelolaan terhadap rencana ditunjukkan oleh 
catatan kegiaian (register) yang r n e n h p h g i  dokurnen perencanaan. Lembaga 
perencanam dan mekanisme kegi ya telah menjadi perangkat built in 
control yang efektif d d m  siste elolaan. Jika dsiplin dipertaharikan, 
kelestarian &pat diwjudkan, begitu hipotesisnya. 

Chaos pada sistern pengelolaan hutan di Jawa kemudian terjadi. Bukan 
sajz kedisiplinm kurang dapat dipertahankan, tetapi tekanan eksternal rnasuk ke 
&lam sistem secara bertubi-tubi. Pertama yang dapat disebutkan adalah 
tekanan pe . hasil hutan (atau tekanan untuk mendapatkan penghasilan 
sebesar-besarnya ?), yang berakibat pada intensifikasi masa benah hutan alam 
jati menjadi hutan tanman. Berikutnya adalah situasi kemisklnan yang htandai 
dengan lapar lahan pada masyarakat pedesaan, yang membawa isu sosial 
menjadi Iebih berat pada slstem pengelolaan. Yang terakhir muncul adaEah ~ s u  
konversi lahan hutan untuk kepentingan industri serta tuntutan kawasan hutan 
untuk lebih berperan dalarn mengendalikan tata air dan erosi di Jawa. 



Tekanan e k s t e d  yang begitu berat mentaksa slstern pengelolaan hutan 
konvensioml ti& u lagi secara efektif newjudkan azas kelestarian. 

Pengelolaan Nutan Ailm Produksi (di Luar P. Jawa) 

Tidak seperti pengelolaan hutan di Jawa, mtutan pengelolaan hutan 
alm prduksi di luar Jawa ridak dirnulai dari pen- kawasan hutan. Artinya, 

Pe atuan-kesatuan p 
an defind. Hak pengus 
yang serius. Situasi ini berlangsmg sejak a d  d e h e  70 
0, atau 20 tahun. 

Setelah meIIewati masa 20 tahun dengan cara pembeian KPH segerti 
orang yang rnasih ingat &in sadar bahwa laal tersebut 
in ted ,  atm semen-, atau mengandung pesan untuk 

lebih baik dan pemanen sifatnya. 
maan pemberian IIPH banyak 

devisa non migas yang m6ndesak. B a r a n w i  
IIPH juga bersifat sernentara. 

rnelebihi kapasitas panenan b 
itu. Barangkali pengakran kuota 

i kewajiban KPH Bina Desa juga 
juga sernentara, sambil membmtu 

Barmgkali, d m  mash banyak 
barangkali yang lain. 

Banyak semi  faktor eksternal yang mendikte perlakuan terhadap hutan 
alam produksi. Smpai  akhimya, orang sulit mengenal lagi seperti apa 
sehamsnya bentuk pengelolaan hutan alam yang 60 f i e k  ih. Smpai  
&mya, penggarapan hutan alam produksi &pat &I h-ir oleh siapa 
saja, ti& h a s  rimb Pa& saat semua sektor beitemu di BAPPEDA 
Propinsi untuk membic rencana tataruang wilayah maka kehutanan sangat 
sulit membawa isu kelestarim surnberdaya hutan bagi lingkungan, karena segala 
pengalmmya mash berstatus sernentara. 

Ldu tiba-tiba, sernua dlsenwazl oleh kewajiban setiap W M  untuk 
mewjudkan pengelolam hutan berkelanjutm. Pengelolam hutan yang dlminta 
bukan lagi sebatas kelestarian hasil. Sernua bentuk eksternalitas dinninta untuk 
diinternalisasikan ke dalm sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan hutan, oleh 
karenanya, hams dapat menjamin kelestarian &lam m l t i  faset, yaitu : 
(i) Kelestanan smberdaya, yang ditanhi oleh kriteria resources security. 
(ii) Kelestarian hutan dan kelestarian hasiI hutan, yang di 

canam dan perngaturan hasil hutan yang sesuai dengan 
(iii) Kelestarian fungsi lingkungan, yang ditandai oleh konservasi keragaman 

hayati dan perlhdungan tata air dan erosi. 



(iv) Kelestarian manfaat bagi masyarakat setempat, yang dim& dengan 
besamya partisipasi lnasyarakat pada pengelolaan serta sumbangan hasil 
pengelolaan untuk kehidupm setempat (perekonornian lokal). 

Strategi Mencapai Pengelolaan Hutan A l m  Produksi Lestari 

Pemasalahannya jelas dan oleh karenanya pada kesennpatm hi ti& 
perlu diuraikan pmjang lebar. Di satu sisi adalah situasl pengelolaan 
sampai saat ini bersifat kterirn dan di sisi lain ada guidelines yang mmunmt 
intedisasi semua eksternalitas pada sistem pengelolm h 
what is dan what ought to be begitu lebar. Strategi yang harus 

an sernestinyalah mempunyal uan menyempitkan jar& 

Lebamya Jar& antara situasi yang ada dengan situasi yang s 
rnernbuat aciion space untuk pemilihan strategi yang Iebar p 
menguntun&m sekaligus menyulitkan. Menguntun& karena tersedia pilihan 
strategi yang cukup banyak pada action space tersebut dan menyulitkan karena 
orienrasi strategi sangat mud& bergeser, atm b kehilangan arah. 

Dalam mengatasi dilema tersebut ditavvarkan pendekam stagwise. 
Jarak yang lebar dibagi ke da lm beberaga stages, atau tin&- dan kerndim 
strategi doptirnalkan pada tiap-tiap stage, tanpa mengabah  kepentingm dm 
keterkaitan antar stages. Stages yang dimarkan adalah sebagai berlkut : 
a. Prakondisi 
b. Trasisi 

Pa& tkgkam prakondisi, obyehya adalah pmerintah, yakni h u l a i  
dengan suatu political will d m  diihti oleh polaical c o m i t m n t  untuk 
merub& status interim pengelolm 
rnemak-shurnkan prduksi kayu bu 
produktivitas smberdaya hutan. 

Pada tingkatan transisi, pennasal paling kritis yang hams 
diselesaikan adalah mengubh institusi di lapangan dari tatanan sekarang ke 
tatanan lnstitusi yang mendukung tercapainya SFM. Bbyek garapmya adal& 

aparat daerah. a otonorm her& $iperb 
ksitas tingkatm 

Pada tingkatan pernbinaan, sistem pengelolaan hutan h s  
pada segala komponennya. Segala teknis pengelolaan hutan dan bisnis 

njadi obyek garapan terpentk. Keduanya adalah perangkat ymg diper- 
untuk rnembawa sistem pengelolm pa& s d e r d a y a  h u m  sebagai 

bisnis kehtanan yang sehat. Intemalisasi faktor-fak;tor ekstenal diwi strategi- 
nya di sinai. 



Pada tingkat regulasi SFM tatanan pengendalian da lm bentuk geman- 
tauan dan evaluasi menjadi fokus garapan. Tingkat regulasi diartikan sebagai 
tingkat pada saat prins~p-pnnslp SFM secara sistematik sud& ciapat 
dimjudkan. 

Strategi yang Diusulkm pada Tingkatan Prakondfsi 

Prakondisi berhngsi sebagal the nPwrsary condition sebelum strategi 
SFM &pat diterapkan. Pada saat sekarana t~ersoalan besar yang dihadapi 
terletak pada tingkatan ini. Strategi yang diusulkan pada tingkatan iIll adalah : 
a. Peningkatm keterbukaan komunikasi antara pengmbil keputusan dengan 

pihak-pihak yang beminat menyumbangkan pemikiran dan tenaganya bagi 
SFM. Hasil yang dlharapkan adalah gerubahan sikap (attitude) pengmbil 
keputusan $an rnasyarakat darl sikap penambangan (dogging) kepada sikap 
pengeloiaan (opthasi produhivitas sumberdaya hutan). Pembedaan istilah 
antara logging dan TPTI diharapkan tidak terjadi lagi. 

b. Tatanan W H  hen diganti dengan tatanan KPHP. KPlKP adalah 
satuan kawasan d vitas kehutanan yang memang disiapkan untuk 

ung dan melaksanakan SFM secara utuh. Penatam hutan dilakukan 
dengan sebenamya memperhatikan sistern lahan hutan, kelas perusahaan, 
peril& lingkungan, dinamika soslal masyarakat dan kepentingan ekonorni. 
Enclave kawasan lindun@onservasi dan enclave sosial dirancang sebagai 
partner pengelolaan, bukmya sebagal barrier atau isolasi. Blok-blok 
t e h g a n  dihapus, diganti dengan organiasi kawasan teritorial menumr bagian 
h u m  d m  pusat-pusat kegiatan yang terdistribusi di seluruh areal kerja. 
Hasil yang diharapkan adalah sekuritas sumberdaya yang lebih baik, 
kelestarian hutan yang teratur dan basis pengelolam hutan yang mantap. 

c. Tidak ada lagi penyeragman petunjuk teknis secara nasional. Setiap 
milayah, propinsi, DAS, mempunyai karakteristik tersendln. Pengembangan 
sumberdaya $an pengelolaan huran hams didasarkan pada spes~fikasi yang 
a&. Masil yang diharapkan adalah tersebarnya pengembangan kehutanan 
menurut wilayah dan optimasi potensi sumberdaya hutan, yang berakbat 
pa& optimasi sumbangan kehutanan pa& ekonomi regiona'r. 

d. Penghentian subsidi hutan pada industri. Slunzpage value hendaknya dihnjau 
secara seimbang antara sturnpage cost dan stumpage price. Berapa yang 
harus dikembalikan ke hutan hams dihitung. Ilasil yang diharapkan adalah 
penghargaan yang wajar terhadap hasil hutan. S t r u h r  harga log beserta 
perilakunya ditinjau kernbali. 

e. Tatanan gaket kebijaksanaan kehutanan harus ditinjau kembali, sejak dari 
Undmg-Undang Pokok Kehutanan sampai dengan edaran Dirjen atau bahkan 
Kanwil. Sekarang ini, tidak seorangpun yang beran1 menjamm bahwa tida!s 
ada ikonsistensi atau bahkan konflik di antara paket-gaket kebijaksanaan 



-kebij&sanaan hendaklah disusm berdasar policy 
hstmmen untuk pelal?<sanaan kebGaksanm harus 
ai terjadi lagi Dims Kehutanan yang mengums1 

H dengan total luas leblh dari 4 juta hektar, yang terletak di 
antara empat sungai besar, hanya memperoleh satu speedboat dan gaji PNS 
Hasil yang &rapkan adalah efektifnya k e b i j h a n m ,  d a l m  artlan 
mempunyai imglementability yang tinggi. 

f. Kesaban-kesatuan small holdeP forestry h a bisa dimmskan. 
Hutan-hutan ra&Yatpm hams dikelola secara berkelar?lutan. Ecola- 
belling berlaku pada sl engelolaan hutan yang un. Hasil yang 
difiarapkan adalah tertatanya hutan rakyat sebagai pendarnpmg KPHP 

Strategi yang Diusulikan pada Tingkatan Transisi 

a. Peningkatan institusi & daerah disertai dengan pernberdayaan fungsinya. 
Tatanan kstibsi di daerah di sektor kehu sekarang ini lebih banyak 
diar untuk kepentingan pengawasan dan bersifat kepanJangan tangan 
pusat di daerah. Secara fungsional, institusi daerah ti& disiapkan untuk 

a dikembalikan 
dan perenc 

strategi ini adalah m e k s m e  yang runtut d m  obyektif antara perencanam, 
dan pengendalian. Jangan lupa bahwa internal 

agian dan IS0 9000 dan oleh karenanya harus 

b. Peninrgkatan dan pernberdayaan institusi pe Kf9l-P. Pada masa 
transisi, para pemegang IfeH &pat diper sebagai mitra da lm 
mel*anab SFM, jika suatu KPHI-" terdiri dari lebih dari satu kawasan 
%QPH. Jika suatu 32I-W hmya terdiri dari satu kawasan pemegang IGPH, 
&a pada rnasa transisi institusi dan sumberdaya r imbarn  hams dibenah 
untuk nantinya mengambil perm sebagai pengelola KPIITP. 

c. Oleh karena swasta an sebagai mitra dan pelaksana SFM. 
maka pemilik (gemegang s ) dan keluarga pemillk perusahaan 

ya memperoleh pendidkan (bukan sekedar lat&an) cinta lingkungan. 
diharapkan adalah perubahan visi pengusaha dari money makers 

national formt enterprenersrs, sehingga melacarkan duhngan 
p pelaksanaan SFM. 

d. Peningkatan halitas erdaya rimbawan & Dati II. Pa& era otonomi 
daerah, peran Dati II angat menonjol. Dilihat dan situasinya sekarang, 
usulm untuk meningkatkan kualitas rimbawan Eranya tidak berlebihan. 
b i l  yang d i h a r a p h  adalah dukungan pen& SFM, baik pada K P W  
-pun satuan hutan rakyat, dari jajaran Dati II. 



Strategi yang Diusulkan pada Tingkatan Pembinaan 

Sistem SFM dapat dilihat dari 4 komponen u m a ,  ya-hi : komponen 
bisn~s, komponen pengaturan kegiatan, komponen silvikultur dan komponen 
perlindungan/konservasi sumberdaya hutan. Strategi berikut diusulkan berdasar 
pembagian kornponen tersebut. 
a. Pada komponen bisnis, diperlukan pernbinaan kernitram bisnis yang lebih 

terbukalprofesional, di sampimg di antara pelaku bisnis dl dalam unit 
gengelolaan, juga dengan kese masyarakat setempat. Hasil yang 
&arapkan acfalah akses dan pemanfaam peluang bisnis yang efektif tetapi 
wajar . 

b. Unit pengelolaan hams dibina rnenjadi unit bisnis yang mandiri, di dalam 
artian bahwa keputusan bisnis dapat disellesaikan di ringkat unit tersebut. 
Hasil yang dlharapkan adaiah bahwa dar~ sisi kelestarian usaha, unit tersebut 
rneningkat keajegmya. 

c. Kornponen pengaturan kegiatan hams didasarkan pada spesifikasi dan 
dinamika sumberdaya hutan yang ada pada unit yang bersangkutan. 
Pengaturan hasil misalnya, hams didasarkan pada infomasi rnengenai 
pemmbuhm dan perkembangan h u m ,  dan dinyatakm dalam bentuk hasvest 
schudeling, tidak hanya sekedar AAC dan JPT. Pusatpusat tebang hams 
cfitenmkan dengan rnenglngat karakteristik ekosistem dan penguasaan 
tentorial. Hasil yang diharapkan adalah jaminan atas kelestarian 
sumberdaya, di sarnping kelestarian Rasil. 

d. antara berbagai metoda silvikultur, hendaknya dapat saling mengisi, tidak 
perlu kaku dalam bentuk IITI-TPTI. Stand management disusun berdasar 
petak sebagai satuan terkecilnya. Hasil ymg diharapkan adalah terbentuknya 
stmktur tegakan yang optimal sesuai dengan kesesuaian tempat tumbuh dan 
kelas pemsahaan. 

e. Perlindungan hutan yang paling kritikal adalah mencegah terjadinya tebangan 
yang rnenjimpang dari rencana. Diusukan untuk selalu ciapat rnencemats 
dinarnika unregulated hawed tersebut serta menyiagkan strategi untubya. 
Ti& ada satu strategipun yang &pat dibuat seragam pada aspek m ~ .  

f. Dalarn hal konservasi keragaman hayati, petak-pet& khusus dapat disiapkan. 
Di pea-petak reguler, tingkat keragaman hams dibatasi sampai ambang, 
agar produkcivitas sumberdaya niagawi dapat dimakslmumkan. 

g. Strategi lain yang mernpengamhl kinerja pengelolaan adalah pembinaan 
sumberdaya rnanusia. Situasinya sekarang ml adalah bahwa mereka yang 
bekerja di perusahaan gemegang HPH jarang yang mendapati dirinya pada 
alur penjenjangan kaxir yang jelas. Karir, sebagaimana diketahui, mempakan 
salah satu faktor yang menentukan motivasl dan pada gilirannya motwas1 
akan menentukan etos kerja. 



Semua strategi yang diusulkan di atas tidak mudah untuk dilaksanakam. 
a, orang ti& mudah memahanzi bahwa mencapai SFM adalah 

urgent, dan bahkan sudah mendesak. Kedua, orang tick& biasa menganibil 
inisiatif untuk bersama-sama (sharing) mengmbil tangung jawab. Y ang 
seterusnya, visi ke depan rimbawm telah banyak dipergendek oleh situasi yang 
membingungkan, mengambang dan kadang-kadang menyilaukan. 

Sadi, pelatihan teknis saja tidak cukup. Apalagl pelatihan 
ditujukm untuk menghadapi angka keramat tahm 2000. Strateg~ 
llnglkungan barmgkali bisa membantu. Itupun jika beberapa di anrara hta 
m a s h  bisa concern clan cornit atas hd-ha1 yang terjadi pa& smberdaya 
hutan Indonesia di masa mendatang. Pada ulang Pahun ke 50 kemerdekaan 
negara ini, usulan kami bagi para rimbawan adalah : prihatin dan tirakat. 


